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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa alasan penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Koto 

Baru adalah untuk memberikan layanan terbaik (service excellent) 

berbasis teknologi informasi serta mewujudkan asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan. E-Court dapat membantu meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas proses-proses bisnis pengadilan. 

Berdasarkan rasionalitas ekonomi, penggunaan e-Court 

memberikan utility (kepuasan) kepada penggunanya melalui 

manfaat yang didapatkan. Dari segi waktu masyarakat berperkara 

bisa mendaftarkan perkaranya kapan dan dimanapun, persidangan 

dapat dilakukan secara secara online tanpa menghabiskan waktu 

untuk bersidang ke kantor dan jadwal persidangan juga bersifat 

fleksibel. 

2. Dari segi biaya, berperkara secara e-Court jauh lebih murah 

dibandingkan berperkara secara manual. Bagi internal pengadilan, 

penggunaan e-Court telah mempermudah pengadministrasian 

perkara. Penemuan data yang dibutuhkan akan lebih cepat didapati 

dengan menggunakan aplikasi e-Court yang terintegrasi dengan 

SIPP. Melalui penggunaan e-Court dapat mengurangi waktu 

penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke 

pengadilan, membatasi interaksi para pihak dengan aparatur 
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pengadilan sehingga terhindar dari praktik korupsi yang 

berkesinambungan dengan program pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga good 

governance dapat terwujud. E-Court juga berkontribusi terhadap 

wibawa pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada pengadilan. Dimana salah satu prasyarat terwujudnya 

pengadilan yang terpercaya adalah adanya transparansi baik dari 

proses persidangan maupun layanan bersifat umum dari pengadilan 

kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. 

3. Pengadilan Agama Koto Baru telah terlaksana dengan baik. 

Meskipun ada beberapa kendala dalam penerapannya, tetapi telah 

dicarikan solusinya. Masing-masing pihak terkait telah 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penggunaan aplikasi e-

Court diawali dengan pembuatan akun pengguna, kemudian 

dilanjutkan dengan pendaftaran perkara melalui e-filling. Setelah 

itu pendaftar melakukan pembayaran melalui e-payment. Setelah 

diverifkasi dan divalidasi oleh petugas, maka secara otomatis akan 

mendapatkan nomor perkara melalui SIPP. Perkara yang telah 

terdaftar akan dipanggil untuk menghadiri sidang oleh jurusita 

/Jurrusita Pengganti pengadilan melalui e-summons. Pada 

persidangan pertama Majelis Hakim akan mendamaikan Pihak 

yang berperkara, apabila tidak berhasil maka persidangan 

dilanjutkan dengan pembuatan court calender untuk menyepakati 
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jadwal persidangan yang akan dilaksanakan secara e-litigasi. 

Persidangan e-litigasi meliputi acara jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan dan pembacaan putusan. Untuk jadwal persidangan 

sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Dokumen 

dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal 

sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, 

meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak 

dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim yang berarti ketika kedua 

belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi 

oleh Majelis Hakim/Hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat 

atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. 

Bahwa implikasi dari pelaksanaan tata kelola administasi betasis 

elektronik terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 

Koto Baru adalah penyelesaian perkara jadi lebih cepat 

dibandingkan dengan prosedur biasa dikarenakan dalam berperkara 

secara elektronik dapat memotong prosedur-prosedur persidangan 

biasa, seperti panggilan sidang pihak berperkara melalui e-filling 

dan surat tercatat, serta jadwal sidang yang fleksibel. Namun, perlu 

diketahui bahwa penggunaan aplikasi e-Court, tidak berpengaruh 

terhadap pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan oleh 

Hakim. Tidak ada jaminan bahwa dengan berperkara secara e-

Court maka dipastikan gugatan atau permohonannya akan 

dikabulkan oleh Hakim. Sebab, aturan hanya bagian hukum formil 

bukan bagian dari hukum materil. 
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B. Saran 

1. Untuk masyarakat yang akan berperkara di pengadilan agama agar 

menjadikan e-Court sebagai pilihan utama dalam berperkara karena 

banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan. 

2. Untuk Pengadilan Agama Koto Baru dan Pengadilan Agama 

Padang agar memaksimalkan pelaksanaan e-Court tujuannya yaitu 

agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan 

kemudahannya. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah 

dengan memberitahukan ke masyarakat secara langsung atau 

melalui penyuluhan hukum. Disamping itu jga bisa melakukan 

sosialisasi melalui pocast di media social, menayangkan videotron 

dan sebagainya. 

3. Untuk praktisi dan akademisi lain harus mempunyai perhatian yang 

lebih optimal terhadap e-Court, karena sebagai praktisi dan 

akademisi harus mampu mengimbangi pertimbangan teknologi 

informasi agar tidak tertinggal karena program prioritas pengadilan 

agama adalah memaksimalkan implementasi e-Court. 
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